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PNS Merugikan Negara Wafat,
Ahli Waris Kembalikan Keruglan

JAKARTA, MERCUSUAR -

- Bila ada PNS dan pejabat
negara yang menimbulkan
kgrugian negara mangkat,
maka ahli warisnyalah yang
wajib mengembalikan keru-
gian negara itu. Presiden
Jokowi telah meneken
Peraturan Pemerintah (PP)
tentang itu.

Jokowi meneken PP
Nomor 38/2016 ten-
tang Tata Cara Tuntutan
Ganti Kerugian Negara/
Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan, Bendahara
atau Pejabat Lain pada

dikutip dari laman Setkab,
Senin (24/10/2016).

Ahli waris diwajibkan
mengembalikan kerugian
negara bila PNS atau pejabat
negara yang menimbulkan
kerugian negara itu berada
dalam pengampu (per-
walian atau perlindungan),

.melarikan diri, atau menin-

ggal dunia, sesuai dengan
Pasal 16 ayat 2 PP ini.
Penggantian kerugian
negara/daerah sebagaima-
na dimaksud, menurut
PP ini, segera dibayarkan
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secara tunai atau angsuran.

Dalam hal kerugian neg-
ara atau daerah sebagai
akibat perbuatan melang-
gar hukum, menurut PP
ini, pihak yang merugikan/

pengampu/yang mem-"

peroleh hak/ahli waris
wajib mengganti Keru-
gian negara/daerah paling
lama 90 hari kalender sejak
Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJyM)
ditandatangani.
Sementara dalam hal

kerugian negara/daerah
sebagai akibat kelalaian,
pihak yang merugikan/pen
gampu/yang memperoleh
hak/ahli waris wajib meng-
ganti kerugian negara/dae-

rah dalam>waktu paling:
lama 24 bulansejak SKTIM

ditandatangani.
Sementara dalam hal
pihak yang merugikan/
pengampu/yang mem
péroleh hak/ahli waris tidak
mengganti kerugian dalam
jangka waktu sebagaimana

dimaksud, menurut PP ini,
pihakyang merugikan/pen-
gampu/yang memperoleh
hak/ahli waris dimaksud
dinyatakan wanprestasi.
“Dalam hal pihak yang
merugikan/pengampu/
yang memperoleh hak/ahli
waris tidak dapat mengganti
kerugian negara/faerah
dalam jangka:waktu yang
ditetapkan, meiiteri/pimpi
nan lembaga/gubernur,
bupati, atau walikota meny-
erahkan upaya penagihan

kerugian negara/daerah ke-
pada instansi yang menan-
gani pengurusan piutang
negara/ daerah,” bunyi
pasal 46 PP ini.

Dalam PP ini sudah dia-
tur tata cara tuntutan ganti
kerugian negara/daerah
atas uang, surat berhar-
ga, dan/atau barang milik
negara/dacrah.

PP ini mulai berlakupada
tanggal diundangkan yaitu
(13/10/2016) oleh Menkum
HAM Yasonna H Laoly. orc




